SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 121 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan  penguatan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mandailing Natal serta dalam
rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing
Natal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal tentang Pembentukan dan
Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing

Natal;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MANDAILING NATAL TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL.

: Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai
berikut:
a. Pengarah :
1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai
dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak

lanjut yang telah disusun.



KETIGA
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b. Penanggung jawab:

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan
mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

2. Mengkoordinasikan Pengembangan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Ketua:

Mengarahkan penyusunan kebijakan

penyelenggaraan  Sistem = Pengendalian Intern

Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian

untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Sekretaris:

Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal

penyelenggaraan  Sistem = Pengendalian Intern

Pemerintah serta mengkoordinasikan pelaksanaan

kegiatan Tim Kerja.

e. Anggota:

1. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, serta mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

2. Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

3. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

f. Operator:

1. Melakukan pengisian Kartu Kendali pada aplikasi
E-SPIP.

2. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
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Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
@@IRAT EN MANDAILING NATAL
S Tel 75 Baglan Teknis PP dan Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI

SALINAN

PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN

TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH DI

KOMISI PEMILIHAN
MANDAILING NATAL

LINGKUNGAN
UMUM KABUPATEN

NO KEDUDUEAN NAMA JABATAN
DALAM SATGAS
1. | Pengarah 1. Muhammad Ikhsan 1. Ketua KPU Kab.
2. Muhammad Yasir Nasution Mandailing Natal
3. Agus Salam 2. Anggota KPU Kab.
4. Ilu Prima Sagara Mandailing Natal
5. Muhammad Al-Khotib 3. Anggota KPU Kab.
Mandailing Natal
4. Anggota KPU Kab.
Mandailing Natal
5. Anggota KPU  Kab.
Mandailing Natal
2. | Penanggungjawab | Agus Salam Anggota KPU Kab.
Mandailing Natal/ Ketua
Divisi Hukum dan
Pengawasan
3. | Ketua Faisal Batubara Plt. Sekretaris KPU Kab.
Mandailing Natal.
4. | Sekretaris Faisal Batubara Kasubbag Teknis PP dan
Hukum
5. | Anggota Soleman Nasution Kasubbag SDM dan
Parmas
6. | Anggota Ardiansyah Hidayat Kasubbag Keuangan,
Umum dan Logistik
7. | Anggota Zulham Kasubbag Perencanaan,

Data dan Informasi.




KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM SATGAS
8. | Anggota Fahrul Rozi Fungsional Ahli Pertama
9. | Anggota Mulyadi Arisandy Penata Kelola Pemilihan
Umum Ahli Pertama
10. | Anggota Yolanda Manullang Penata Kelola Pemilihan
Umum Ahli Pertama
11. | Operator Muhammad Dimas Arrozi Penyusun Materi Hukum
dan Perundang-Undangan
12. | Operator Sri Piyani Br Sembiring Penyusun Materi Hukum
dan Perundang-Undangan
Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 30 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
ttd
MUHAMMAD IKHSAN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
{}KABIJ;P TEN MANDAILING NATAL
7 3o Kepa ATy
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b Bagian Teknis PP dan Hukum,




